PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18
Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan/
penyesuaian kembali;

b. bahwa perubahan/penyesuaian dimaksud terkait dengan
klasifikasi golongan perjalanan dinas sehingga memudahkan
dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;



13.

14.

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-PMK.05-2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
23);

Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor
232), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

a. Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur);
b. Tingkat A (Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat

Struktural Eselon I dan Eselon II);

Tingkat B (Pejabat Struktural Eselon III, Fungsional
Tertentu Golongan IV dan Tokoh Masyarakat);

d. Tingkat C (Pejabat Struktural Eselon IV/Pegawai Negeri

Sipil Golongan IV, Golongan III, Fungsional Tertentu
Golongan III dan Ajudan);

Tingkat D (Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I,
Fungsional Tertentu Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap
serta anggota masyarakat);

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
b biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil

berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini;



c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum maksimal
3 (tiga) hari;

e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil; dan

f. Biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai
dengan Biaya Riil.

(3) Besaran Dbiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

2. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Juni 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 13



